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ABSTRAK 

  

 Pratik kerjasama yang terjadi di Desa Margomulyo merupakan  

kerjasama yang dilakukan dalam bidang pengelolaan tanah antara pihak pertama 

(shahibul mal) dengan pihak kedua (mudharib) dimana pengelola tanah 

mendapatkan keuntungan yakni berupa sebagian tanah yang dikelolanya. Sistem 

pembagian keuntungan dalam kerjasama seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi 

masyarakat di Desa Margomulyo. Pada kasus ini pemilik tanah dengan pengelola 

tanah melakukan kerjasama dalam mengolah tanah yang masih dalam keadaan 

tanah belukar, pemilik tanah meminta pengelola tanah agar tanah tersebut 

dijadikan tanah perkebunan, setelah pengelola tanah menyelesaikan pekerjaan 

tersebut dan tanah sudah menjadi perkebunan, pengelola akan mendapatkan 

keuntungan yakni berupa 50% dari tanah yang dikelolanya. Akan tetapi sebelum 

tanah tersebut di bagi semua hasil panen dari tanah tersebut menjadi milik 

pengelola tanah, sedang kan pemilk tanah tidak mendapatkan bagian, padahal 

dalam proses pengelolaan tersebut,  pemilik tanah mengeluarkan biaya untuk 

pengurusan tanah tersebut. Dalam hal ini tentunya  dapat merugikan salah satu 

pihak yakni pihak pemilik tanah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik kerjasama 

dalam pengelolaan tanah dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kerjasama 

dalam pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. 

Tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama  

pengelolaan tanah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang kerjasama 

pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus. 

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang 

bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakan. 

Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang 

kerjasama yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview), observasi. 

Dalam analisa datanya menggunakan menggunakan metode kualitatif. Pengolahan 

data dilakukan melalui editing,  dan sistematis data.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di analisis bahwa, pelaksanaan praktik 

kerjasama yang terjadi di Desa Margomulyo adalah pembagian  keuntungan 
berupa sebagian tanah yang di kelola oleh pengelola, biasanya antara pengelola 

dengan pemilik tanah melakukan kerja sama dalam pengelolaan tanah setelah 

pekerjaan selesai nantinya pengelola tanah akan mendapatkan keuntungan yakni 

dengan pembagian 50:50 (50% untuk pemilik Tanah 50% untuk pengelola tanah), 

akan tetapi pada praktiknya pengelola mengambil semua hasil panen sebelum 

tanah tersebut dibagi. Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama ini tidak 

sepenuhnya diperbolehkan oleh Islam karena salah satu pihak ada yang dirugikan 

yakni pihak pemilik tanah. Hal ini terjadi karena pada saat kesepakatan akad tidak 

diperjelas. 

    

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

 

 

لْمَال مُضارَبةً اِشْتَ رَط كَانَّ سَيَّدُناَ الْعَبَا بْنُ عَبْدَ الْمَطَّببِ إذَا دَفَعَ ا
بِوَِ دابَّةً  صَاحِبِوِ أنْ لَا يَسْلُكَ بِوِ بََْرًا، وَلَا يذَْزِ لَ بِوِ وَاِدياً، وَلا يَشْتََيَ علَى

ذَاتَ كَبِدٍ رَ طْبَةٍ، فاَءِنْ فِعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَ بَ لَغَ شَرْطلُوُ رَسُوْلَ الِله صَلَّ 
 1)رواه الطبر ا ني فى الأوسط عن ابن عبس( اللهُ عَلَيْوِ وَآلِوِ وَسَلَّمَ فأَخِازهَُ 

 

 

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia 

mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan  

dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.  

Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mu dharib) harus 

 menanggung resikonya. Ketika persyaratanyang 

 ditetapkan Abbas itu didengarRasulullah,  

beliau membenarkannya.” 

 

(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 

,(Jakarta:Erlangga,2014), h. 77. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

   Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini diharapkan tidak 

terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka 

akan ditegaskan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi  ini.         

  Adapun judul skripsi ini adalah :“Tinjauan Hukum Islam 

Tentang kerja sama pengelolaan Tanah (Studi Kasus Di Desa 

Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” Untuk itu 

diuraikan pengertian dari istilah- istilah judul tersebut sebagai berikut 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan atau Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di 

akui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2
 

Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh bebrapa 

orang untuk mencapai tujuan bersama
3
  

Pengelolaan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan 

menggunakan tenaga orang lain. Sedangkan pengertian pengelola 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengelola
4
 

                                                             
2
 Amir Syarifuddin,Garis-garis Besar Fiqh(Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2010) h. 9 
3
Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan/Online, KBBI Pusat Bahasa  

4
 Pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke4(Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 657. 



 

 
 

Tanah adalah suatu permukaan bumi yang dalam penggunaanya 

meliputi sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya (air laut) dan 

sebagian dari ruang yang ada diatasnya.
5
 

Desa Margomulyo adalah desa baru yang diresmikan pada tanggal 29 

november 2011 hasil dari pemekaran pekon induk Tugupapak. Desa ini 

terletak di kecamatan semaka kabupaten tanggamus. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa maksud 

judul skripsi ini adalah di tinjaun dari segi hukum Islam mengenai 

kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 

B. Alasan Memilih Judul  

 Adapun yang menjadi alasan memilih judul diatas adalah sebagai berikut: 

a. Alasan objektif  

Secara objektif, sering terjadi praktik kerjasama dalam hal pengelola 

tanah yaitu, pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah belukar untuk 

kemudian dijadikan sebagai tanah perkebunan. Dalam proses penanaman 

bibit dan segala biaya operasional lainya yang berkaitan dengan 

kepengurusan lahan tersebut berasal dari pemilik tanah, akan tetapi pada 

saat tanah sudah menjadi tanah perkebunan tanah tersebut dibagi menjadi 

dua bagia yakni 50% menjadi pemilik tanah dan 50% menjadi milik 

pengelola tanah. Yang janggal dari kerjasama ini adalah hasil panen 

sebelum tanah ini dibagi menjadi dua bagian, semua hasil panen menjadi 

                                                             
5
http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/ldr/ 



 

 
 

milik pengelola tanah, sedangkan pemilik tanah tidak mendapatkan 

sepeserpun. Hal seperti ini dapat merugikan pemilik tanah dikarena hasil 

panen sebelum pembagian tanah tersebut menjadi hak pengelola tanah 

sedangkan pemilik tanah tidak mendapatkan bagian hasil panen tersebut, 

oleh karena itu penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari 

sudut pandang hukum Islam. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa 

Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus. Karena Desa Margomulyo 

merupakan Tempat penulis berdomisili sehingga memudahkan penulis 

untuk melakukan penelitian selain itu penulis akan lebih mudah untuk 

mendapatkan informasi mengenai desa tersebut. 

b. Alasan subjektif 

 Alasan subjektif adalah lebih kepada keadaan dimana seseorang 

berfikir relatif, hasil dari menduga duga berdasarkan perasaan atau selera 

orang, ditinjau dari aspek bahasa judul proposal ini sesuai dengan disiplin 

ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah UIN 

Raden Intan. 

C. Latar Belakang  

 Agama Islam kaya akan tuntutan hidup bagi umatnya, tuntutan 

tersebut tidak terlepas dari dua sumber pokok agama Islam, yaitu al- 

Qur’an dan hadits. Selain itu, Islam juga memiliki aspek penting, yaitu 

fiqh, karena fiqh merupakan manual book dalam mengimplementasikan 

ajaram Islam, baik dalam hal ibadah maupun mu’amalah. Aspek ibadah 

terkait tata cara interaksi manusia dengan sesama. Interaksi tersebut dapat 



 

 
 

dilakukan dalam segala aspek kehidupan, baik politik, pendidikan, hukum, 

ekonomi,dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang 

biasa dilakukan, diantaranya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, 

perkongsian, sewa menyewa dan sebagainya. Namun Islam memberi 

ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan 

maupun kelompok, tetapi harus halal dan mengandung kebaikan dalam 

kegiatan usahanya. 

Bekerja didalam Islam merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS.At- Taubah ayat 105: 

                  

           

Artinya’’Dan katakanlah:bekerjalah kamu,maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu,begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, 

dan kamu akan di kembalikan kepada (Alloh)yang mengetahui yang gaib 

dan yang nyata,lalu di beritakan-Nya kepada kamu yang telah kamu 

kerjakan.‟‟ (Q.S At-Taubah (9) : 105)
6
 

Di dalam kegiatan perekonomian yang marak pada saat ini adalah 

banyaknya kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti 

kerjasama dalam bidang pengelolaan tanah dimana pemilik tanah berlaku 

sebagi penyedia dana dan modal sedangkan pihak lain berperan sebagai 

pengelola yang memiliki keahlian (Skill) dan manajemen sehingga tercapai 

tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan 

dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah 
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mengajarkan  bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak 

memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar 

dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga atau peroranagan. 

Salah serikatag di perbolehkan adalah mudharah. 

Mudharabah secara bahasa (etimologi), Qiradl yang berarti 

potongan. Sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya 

tersebut, dan pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha 

tersebut akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Sedang 

secara istilah (terminologi) Mudharabah adalah pemilik harta atau modal 

menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal 

tersebut, dan keutungan dibagu berdasrkan kesepakatan antara kedua belah 

pihak.          

 Secara teknik, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha  anatara 

dua pihak dimana pihak pertama sebagai (shahibul maal) menyediakan 

seluruh (100%) modal, seangkan pihak lainya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi meurut kesepakatan yang 

dituangkan kontak peerjanjian awal sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 

pengelola, pengelola bertangung jawab atas kerugian tersebut.
7
 

Dasar hukum tentang di bolehkanya kerja sama bagi hasil ini 

adalah berdasarkan AL-Qur’an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

AL-Qur’an surat An-nisa Ayat 29: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
8
 

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaanya kegiatan kerjasama 

yang dilkukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, 

senantiasa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang biasa 

menjamin dalam melaksanakanya tidak merugikan salah satu pihak 

diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka rukun 

mudharabah menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, 

Syafi’iyah, dan Hanabilah adalah sebagai berikut: 

a. Dua orang yang berakad (aqidain), yaitu pihak pemilik modal dan 

pengelola modal atau pekerja. 

b. Modal (ra‟s al-mal) 

c. Kerja (amal) 

d. Keuntungan (ribh) 

e. Ijab dan kabul (sighah) 

Sedangkan menutut Hanafiyah rukun mudharabah hanyalah ijab 

dan kabul (sighah). 
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 Ijab dalam mudharabah adalah ungkapan penyerahan modal dari 

pemiliknya (rabb al-mal) kepada pekerja atau pengelola modal (amail atau  

mudharib). Misalnya pihak pemilk moda berkata kepada pengelola 

modal;” Saya serahkan modal ini kepadamu untuk berbisnis komputer 

dengan ketentuan bagi hasil 1/5 dari keuntungan yang diperoleh dari bisnis 

tersebut”. Kemudian pihak pengelola modal menjawab;” Saya terima 

modal ini.
9
 Adapun Syarat mudharabah  adalah sebagai berikut: 

a. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai 

pemilik modal (owner) dan manajer. 

b. Ucapan serah terima (sighai ijab wa kabul) kedua belah pihak untuk 

menunjukan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemaua 

mereka dan terdapat kejelasan tijuan mereka dalam melakukan sebuah 

kontrak/transaksi. 

c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (shahibul 

mal) kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan investasi dalam akad 

mudzarabah. Modal disyariatkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya 

(mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib.  

d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, 

keuntungan adalah tujuan akhir dari mudharabah. 
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e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontrubusi pengelola 

(mudharib) dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik 

modal.
10

 

Aturan - aturan tersebut bertujuan untuk mengarahkan umat 

manusia dalam melakukan interaksi sosial (bermuamalah) untuk menggali 

berbagai potensi yang telah disediakan oleh Allah SWT. Dalam hal ini 

manusia tidak biasa melakukan sendiri, tidak jarang mereka membutuhkan 

bantuan orang lain dalam melakukan usaha tersebut.
11

 

Cara perhitungan keuntungan dalam kerjasama mudharabah yaitu 

dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase 

antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi , bila laba besar maka 

kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar sebaliknya. 

Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 

masing -masing yang berkontrak.
12

 

Seperti halnya yang sering terjadi dipedesaan, dalam bidang 

pertanian sering terjadi kerjasama antara pemilik tanah dengan seseorang 

yang memiliki keterampilan bertani, karena ada kalanya pemilik kebun 

atau sawah tidak sanggup menggarap sendiri tanahnya. Sebaliknya ada 

orang yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan menggarap tanah 

tetapi tidak memiliki kebun atau sawah. Berdasarkan keadaan seperti ini 

saling bantu-membantu dan kerjasama, untuk menghasilkan lebih banyak 
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tanah yang dapat diolah sehingga dapat menguntung kan keduanya baik 

pemilik tanah maupun pengelola tanah.
13

 

Praktik kerjasama yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka 

Kab. Tanggamus didalam Desa ini terdapat kerja sama antara Bapak 

Handoko selaku pemilik tanah dengan Bapak Tesno selaku pengelola 

tanah (buruh) dan antara Ibu Jematun selaku pemilik tanah dengan Bapak 

Kabul selaku pengelola tanah (buruh). Dalam hal ini masing-masing 

pengelola (buruh) diberikan sebidang tanah oleh pemilik tanah yaitu 

berupa tanah belukar, untuk kemudian tanah tersebut dijadikan tanah 

perkebunan, pengelola (buruh) menanami tanaman yaitu seperti lada, 

coklat, kopi dan masih banyak tanaman lainya. Setelah tanaman-tanaman 

tersebut berbuah semua hasil panen tesebut menjadi hak milik pengelola 

(buruh) pemilik tanah tidak memiliki hak sepeser pun selama  tanah 

tesebut masih digarap oleh pengelola (buruh). Kemudian dalam jangka 

waktu kurang lebih sekitar tujuh tahun bahkan lebih sampai tanah tesebut 

menjadi tanah perkebunan, tanah tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu 

50% menjadi hak milik pengelola dan 50% lagi menjadi milik hak pemilik 

tanah, 50% tanah yang diberikan kepada pengelola tanah (buruh) 

merupakan hasil kesepakakat pada kontrak diawal, yang diberikan oleh 

pemilik tanah karena telah mengolah tanah tesebut menjadi suatu tanah 

perkebunan. Dalam hal tersebut berarti dapat terjadi ketimpangan sosial 
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yang dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik tanah 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

menganalisis transaksi kerjasama tersebut dengan tinjauan hukum Islam. 

Oleh karena itu, penulis bermaksut menganalisis fenomena tersebut 

dengan menulis sebuah proposal dengan judul“Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Kasus Di Desa 

Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” 

D. Fokus Penelitian 

 Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian lebih 

mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya fiqih 

muamalah  terkait dengan pelaksanaan praktik kerjasama dalam 

pengelolaan tanah. Karena pada tingkat dana, penelitian difokuskan pada 

“Praktik kerjasama pengelolaan tanah di Desa Magomulyo Kecataman 

Semaka Kabupaten Tanggamus”. 

E. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari pembiasaan dan pelebaran dalam pembahasan 

ini, maka dirasa perlu untuk membatasi dan menentukan rumusan masalah, 

agar menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam dan terperinci. 

Berdasarkan latar belakang dan penegasan judul yang telah dijelaskan di 

atas, maka rumusan masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini 

adalah: 



 

 
 

1. Bagaimana praktik kerjasama dalam pengelolaan tanah yang terjadi 

di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus? 

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang kerjasama dalam 

pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. Semaka 

Kab. Tanggamus? 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui praktik kerjasama dalam pengelolaan tanah di 

Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus. 

b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang kerjasama 

dalam pengelolaan tanah di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. 

Tanggamus. 

G. Signifikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain: 

1. signifikasi secara teoritsis Hasil penelitian diharapakan  akan 

bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam 

pelaksanaan praktik kerjasama pengelolaan tanah dengan, serta 

mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai 

dengan hukum Islam. 

2. Signifikasi secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang 

berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait praktik kerjasama 



 

 
 

dalam bidang pengelolaan tanah, yang terjadi di Desa Margomulyo 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ataupun yang terjadi 

ditempat-tempat lainya. Penelitian ini diharapkan berguna bagi 

masyarakat untuk lebih teliti dalam transaksi secara baik dan benar 

yang sesuai syariat Islam. Dan juga dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atau masukan tentang jual beli  dibidang ilmu hukum Islam, 

khususnya bagi fakultas syari,ah Universitas Islam Raden Intan 

Lampung.  

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 

menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 

pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. 

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa 

disebut penelitian kasus/study kasus (case study) dengan pendekatan 

deskriptif-kualitatif.
14

Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti 

pelaksanaan kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa 

Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk 

menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.
15

Dalam 

penelitian ini, maksudnya adalah suatu penelitian yang menggambarakan 

bagaimana praktik kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa 

Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam peneliitan ini: 

a. Sumber data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan 

penelitian dilapanagan, yaitu melakukan penelitian langsung pada 

respoden atau lembaga yang terkait yang menjadi objek penelitian ini, 

sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari sumbernya. Adapun 

data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung. 

b. Sumber data sukunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan 

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
16

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik 
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kesimpulan.
17

Populasi dari penelitian ini adalah dari 2 pengelola 

tanah, 2 pemilik tanah dan 3 saksi. 

b. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
18

Sampel ini merupakan cerminan 

dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi 

yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan 

lebih mudah dan sederhana. 

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar 

perkiraan maka apabila subjek kurang dati 100 lebih baik diambil semua 

sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlahnya 

besar, dapat diambil anatara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jumlah 

populasinya kurang dari 100 orang, yakni 7 orang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat 

penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan 

komprehensif bagi persoalan yang diteliti.
19

 Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi Metode observasi adalah aktivitas pencatatan  

fenomena yang dilakukan secara sistematis.
20

Dalam hal ini, penulis 

mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara 
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langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Observasi dilakukan di tempat yakni Desa Margomulyo Kec. 

Semaka Kab. Tanggamus. 

Untuk mencari data yang berkaitan dengan praktek kerjasama 

pengelolaan tanah antara pemilik tanah kepada pengelola tanah. 

b. Metode Wawancara ( Interview )  

Metode wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan  data 

yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang 

dapat memberikan keterangan pada peneliti.
21

Intervew di lakukan dengan 

pihak pengelola tanah dan pemilik tanah serta warga sekitar terkait 

kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo Kec. 

Semaka Kab. Tanggamus.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable, 

berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya. 

5. Metode pengolahan data  

a. Tahap Pemeriksaan data (editing) 

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data 
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yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
22

Tujuannya 

yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. sehingga kekurangannya dapat 

dilengkapi dan diperbaiki. 

b. Tahap Sistematis data  

Bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data 

yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan 

urutan masalah.
23

 

6. Metode Analisi Data 

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh 

adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan, pada 

tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai 

berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.
24

 

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analitis, 

yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan 

menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Metode ini 

bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan 

data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu 

menggambarkan tentang praktek kerjasama pengelolaan tanah yakni antara 
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pemilik tanah dan pengelola tanah ditinjau dari hukum Islam. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif 

analisis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau 

area populasi tertentu faktual secara sistematis dan akurat. 

  



 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah arti asalnya “berjalan diatas bumi untuk berniaga” 

atau yang disebut dengan qiradh yang alasanya saling mengutang. 

Mudharabah mengandung arti “kerjasama dua pihak yang satu 

diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, 

sedangkan keuntunganya dibagi diabtara keduanya menurut kesepakatan 

kedua belah pihak.
25

 Mudharabah dari segi bahasa berasal dari kata al-

darb yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian 

mendapatkan tambahan huruf sehingga memiliki arti saling bergerak, 

saling pergi, atau saling menjalankan atau saling memikul. didalam Al-

qur’an kata daraba digunakan dalam rangkaian kata ayat “darb fi al-ardi”, 

yang memberi maksud keluar mengembara untuk menjalankan perniagaan 

atau melakukan perjalanan perniagaan.
26

 

Penggunaan makna ini adalah bersesuaian dengan firman Allah 

dalam Al-qur’an surat Al-Muzammil ayat 20. 
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Artinya:” Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah.
27

 

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian 

yang seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan 

prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan 

kesepakatan yang telah disetujui di awal akad. Sedangkan secara teknis 

mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (shahibul 

mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainya menjadi pihak 

pengelola.
28

       

 Kalimat Mudharabah berasal dari bahasa penduduk irak. 

Sedangkan penduduk Hijaz menyebutkan dengan (al-qiradh), yang secara 

bahasa berarti (membagi). Dinamakan qiradh menurut penduduk Hijaz, 

seperti yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail Bahwa 

mudharabah merupakan suatu kerja sama pemilik modal dengan amil 

dengan pembagian laba, dalam istilah ahli Hijaz merupakan berjalan 

dimuka bumi karena menurut kebiasaan laba itu diperoleh dengan 

berjalan-jalan atau mendistribusikan harta.    

 Mudharabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau 

lebih dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh (100%) 

kebutuhan modal (sebagai pemberi modal guna kebutuhan dan 

pembiayaan suata proyek), sedangkan pihak lain sebagai pengelola 
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mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai 

pengelola (mudharib) menyediakan keahlianya.    

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah adalah 

semacam syarikad akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: 

modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari 

pihak yang lain, dan keutungan-keuntungan dibagi antara mereka.
29

 

 Kasmir mengemukakan, bahwa mudharabah merupakan akad kerja 

sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal 

dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan 

ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian 

pengelola.
30

        

 Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa mudharabah adalah 

suatu trnsaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak 

yaitu: 

a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai 

proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak 

tersebut shahibul mall. 

b. Pihak usaha yang memerlukan modal dan menjalankan serta 

menjalankan suatu proyek atau usaha yang dibiayai dengan 

modal dari shahibul mall, pihak tersebut disebut mudharib. 
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Sedangkan mudharabah atau qiradh menurut istilah syara’ 

sebagaimana dikemukakan para ulama dibawah ini: 

a. Menurut para Fuqaha, mudharabah ialah akad dua pihak (orang) 

saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada 

pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan. 

b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua 

pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena 

harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa 

mengelola harta itu. 

c. Malikiyah berpendapat bahwa, Akad Syirkah dalam keuntungan 

dengan harta dari pihak pemilik modal dan pekerjaan dari pihak 

pengelola modal. 
d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa, dua orang yang berserikat 

dengan harta dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainya. Misalnya 

salah satunya mengeluarkan harta dan bekerja secara bersama-sama 

dan keuntunganya dibagi menurut kesepakatan bersama. 

e. Ulama Syafi’iyah berpemdapat bahwa akad yang berhubungan dengan 

mewakilkanya pemilik modal kepada orang lain dengan cara 

menyerahkan modalnya untuk dikelola dan keuntunganya dibagi 



 

 
 

menurut kesepakatan bersama, baik ½, 1/3,1/4 atau yang lainya dibagi 

setelah di pisahkan modal.
31

 

f. Menurut Imam Syayid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad 

antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah 

uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai 

dengan perjanjian. 

g. Menurut Taqiyyudin, mudharabah adalah akad keuangan dikelola 

dikerjakan dengan perdagangan.
32

 

Definisi tentang mudharabah atau qiradh sebagaiman ayang 

dikemukakan para ulama diatas, maka dapat dipahami bahwa mudharabah 

atau qiradh merupakan bagian dari jenis syirkah yang berhubungan 

dengan kerjasama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan 

pihak lain sebagi pengelola atau pekerja yang kedudukanya sebagai wakil 

dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal. Presentase dari 

keuntungan hasil usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan bersama 

dan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, dalam hal 

pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang telah dikeluarkan, dan 

pihak pengelola rugi yang menyebabkan kerja kerasnya sebagai pengelola 

tidak menghasilkan apa-apa.       

 Mudharabah atau qiradh adalah pemberian harta tertentu kepada orang 
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lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan 

syarat dan ketentuan yang telah disepakati antar pemilik modal dan yang 

menjalankan modal. Mudharabah atau penanaman modal disini artinya 

adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia 

mendapatkan presentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua 

pihak, pihakyang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan ia yang 

pandai berbisnis tidak memiliki modal untuk usaha. Melalui usaha ini, 

keduanya saling melengkapi dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari 

kerja sama.
33

         

  Praktik mudharabah  pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad 

SAW dengan Khadijah. Praktik mudharabah  menggambarkan hubungan 

kerjasama antara mudharib dengan shahibul mall. Mudharib adalah orang 

memiliki keahlian, sementara shahibul mall adalah orang yang memiliki 

dana atau modal yang keuntunganya dibagi berdarkan kesepakatan 

bersama.    

Bentuk usaha  mudharabah ini, ada pada masa Nabi Muhammad 

SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut 

dibolehkanya kongsi mudharabah ini, karena orang-orang yang 

membutuhkan, selain itukarena uang tidak akan pernah berkembang 

kecuali diinvestasikan dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim 

berkata, mudharib (pihak pekerja) adalah oarang yang dipercaya, orang 

yang deberi upah,wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (mudharib) 

                                                             
33

 Abdulah Ai-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Daruq Haq,2008), h. 

168. 



 

 
 

sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia 

sebagai wakil ketika mudharib ini mengembangkan harta tersebut, dan 

sebagai orang yang di upah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk 

mengembangkan harta, dan mudharib sebagai mitra kongsi ketika ada laba 

dari harta yang dikembangkan tersebut.
34

     

 Keuntungan bersih pada mudharabah dibagi setelah segala 

pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor 

(shahibul al-mall) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi 

berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang ynag tidak dapat 

dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik 

modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut 

miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan keuntungan dari hasil 

pekerjaanya.
35

       

 Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian 

mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak 

lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua 

dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam 

pembiayaan mudharabah LKS sebagai shahibul mall (pemilik dana) 

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha 

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha, sedangkan 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam 
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kontrak.
36

         

 Setelah diketahui beberepa pengertian di atas dapat disumpulkan 

bahwa mudharabah adalah kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak yang berakad dimana satu pihak memberikan modal 

dari harta miliknya sendiri pada pihak lain sebagai modal usaha produktif 

dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Akad mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerjasama di dalamnya, 

hanya saja kerja sama tersebut bukan kerja sama harta dengan harta, 

melainkan atanra harta dengan tenaga. Terdapat unsur syirkah 

(kepemilikan bersama) dalm keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka 

kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. 

2. Dasar Hukum Mudharabah 

Islam mensyari’atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk 

memberikan kemudahan kepada manusia lainya. Sebagian orang 

terkadang memiliki harta, akad tetapi dia tidak memiliki kemampuan 

untuk menjadkan harta tersebut berkembang, dan sebaliknya ada orang 

tidak memiliki harta tapi ia memiliki kemampuan dalam mengembangkan 

harta. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari’atkan untuk 

bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil 

manfaatnya. 

Pemilik harta atau modal akan mendapatkan manfaat dengan 

pengalaman mundharib (orang yang diberi modal) sedangkan mudharib 
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akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagi modal usahanya. 

Dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Allah 

SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya 

kemaslahatan dan terhindar dari kesulitan. Melakukan mudharabah dalam 

Islam adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyari’atkan oleh 

Islam adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

a) Al-Qur’an SuratAl-Muzammil ayat 20 disebutkan: 

                       

Artinya:” Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah. “
37

 

b) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 198 disebutkan: 

                       
 

Artinya:”tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu ”
38

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk 

mencari rizki dari tuhan kalian untuk mengambil keuntungan dari 

perniagaan pada hari-hari haji.
39

 Kalimat ini memberikan perasaan 
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kepada orang yang melakukanya bahwa ia sedang mencari karunia Allah 

ketika ia berdagang, ketika bekerja, dan ketika mencari sebab-sebab 

rezeki kepada dirinya dengan pekerjaanya. Tetapi ia hanya mencari 

karunia dari Allah, lalu Allah memberikanya. Oleh karena itu, patutlah 

baginya untuk tidak melakukan hakikat ini, yaitu bahwa ia mencari 

karunia Allah. Ia akan mendapkan karunia ini ketika ia berusaha dan 

bekerja, dan memperoleh rezekinya melalui sebab-sebab yang dilakukan 

untuk mendapatkan rezeki.
40

  

c) Al-Qur’an Surat Al-Jumu’ah ayat 10 disebutkan: 

                   

                   

Artinya:” apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-ban yak supaya kamu beruntung.”
41

 

Maksud dari ayat di atas adalah Apabila telah ditunaikan shalat, 

maka betebaranlah kalian di muka bumi, perintah ini menunjukan 

pengertian ibadah atau oleh (dan carilah) rezeki (karunia Allah, dan 

ingatlah Allah) dengan ingatan sebanyak banyaknya supaya kalian 

beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari jumat, Nabi Saw. 

Berkhutbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa 

barang-barang dagangan, lalu dipukulah genderang menyambut 
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kedatanganya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan 

keluar dari masjid untuk menemui rombongan itu kecuali hanya dua belas 

orang saja masih tetap bersama nabi saw. Lalu turunlah ayat ini. 
42

 

b. Hadits 

 

 

 

 
43

 

Artinya: “Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: 

jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), 

dan mencampur gandum dengan jewawut untuk  keperluan 

rumah tangga, bukan untuk dijual.‟ (HR. Ibnu Majah dari 

Shuhaib)”.  
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Artinya:“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar 

tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta 

tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, 

ia (mu dharib) harus menanggung resikonya. Ketika 

persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, 

beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas) 
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ثٌ  ََ عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنو أنَّ النبيَّ صلى الله عليو وسلم قالَ ثلَ
عِيِْْ فِيْهِنَّ البَ ركَةُ :  قَا رضَةُ وخَلطُ البُ رِّ بالشَّ

ُ
البَ يْعُ إلى أجَلٍ وَالم

45 )روَاهُ  ابِنُ مَاجَوْ بإسْنادٍ ضَعِيفٍ (للْبَ يْتِ لَا للْبَ يْع 
 

Artinya:“Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah 

bersabda, “ada tiga macam perkara yang bertempo, 

meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan 

gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk 

diperjualbelikan.” Hadits ini mungkar menurut syaikh 

nashiruddin al-albani.  

c.  Ijma          

 Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk 

dijadikan mudharabah. Mereka adalah Umar bi al-Khata, Utsman bin 

Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdulah bin Mas’ud, Abdulah bin Umar, 

Ubaidilah bin Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorang 

pun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah 

menjadi Ijma. Oleh karena itu, mudharabah ini telah dipraktikan sejak 

Zaman Nabi sampai sekarang, tanpa ada seorang pun yang 

menolaknya. Dan Ijma (kesepakatan) setiap masa adalah 

hujjah.
46

Mudharabah disyariatkan berdasarkan Ijma (kesepakatan) 

para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang 

menyatakan kebolehanya. Hal ini didasarkan dalil yang 

mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling 

menegah dalam hal kemungkaran. 
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d. Qiyas 

 Mudharabah qiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh 

seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang 

kaya dan ada pula yang fakir, dan di antara masyarakat ada yang 

mempunyai modal, namun ia tidak memiliki keahlian dalam berbisnis 

atau mengelola modalnya tersebut, dan sebaliknya ada masyarakat 

yang tidak mempunyai modal, namun ia mempunyai keahlian dalam 

berbisnis, maka keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu 

disyariatkanya, mudharabah ini untuk kemaslahatan manusia, dalam 

hal ini untuk memenuhi kebutuhan di antara manusia.
47

 

3. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerjasama mudharabah 

sehingga kerjasama dapat dikatakan sah oleh syara’. Berikut adalah 

penjelasan rukun dan syarat kerjasama mudharabah, yaitu sebagai berikut: 

1. Rukun Mudharabah  

 Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudhabarah adalah ijab dan kabul 

yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini 

tidak diisyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk 

apa saja yang menunjukkan makna mudharabah, karena yang 

dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya bukan lafaz 

dan susunan kata
48
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 Sedangkan  menurut  ulama Syafiiyah
49

 rukun mudharabah ada 

enam, yaitu: 

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (Shahibul 

mall) 

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari 

pemilik barang 

c. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola 

barang 

d. Mal yaitu harta pokok atau modal 

e. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan 

laba 

f. Keuntungan  

Sedangkan menurut ulama Malikiyah ada beberapa rukun 

mudharah yaitu: 

1. Modal  adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha. 

2. Amal 

3. Laba adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. 

4. Pihak yang mengadakan perjanjian 

5. Sighat (ijab dan qabul) 

Menurut jumhur ulama
50

 rukun mudharabah ada lima yaitu: 
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1. Orang yang berakad 

2. Laba 

3. Pihak yang mengadakan perjanjian  

4. Kerja  

5. Sighat yaitu ijab dan qabul. 

Menurut Abdullah Al-Muslih, seperti bentuk usaha lain bisnis 

bagi hasil ini juga memilki tiga rukun, yaitu atau lebih pelaku, objek 

akad. 
51

 

1. Dua pihak yang melakukan akad  

Kedua pihak adalah investor dan pengelola modal. Keduanya 

disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang 

yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, 

orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan 

transaksi ini. 

2. Objek akad  

Objek akad dalam rangka kerjasama bagi hasil ini tidak lain 

adalah modal, jenis usaha dan keuntungan. 

3. Modal, modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas atau 

uang secara umum. Penanaman modal ini tidak bolak 

dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati 

untuk menetapkan nilai harga dengan uang. Sehingga nilainya 

itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai 
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usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungan dianggap selesai untuk 

masa kemudian. Modal juga harus memiliki syarat sebagai 

berikut: 

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

2. Modal harus berbentuk uang atau barang ysng dinilai. 

Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset 

tersebut harus dinilai pada waktu akad. 

3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus 

dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap 

maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

4. Jenis usaha  

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman 

modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait 

lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam 

penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan 

ulama seperti  jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman 

kersa dan jual beli riba’ atau yang sejenisnya. Jenis usaha yang 

disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Jenis usaha merupakan hak eksklusif mudharib, tanpa 

campur tangan penyedia dana, akan tetapi ia memiliki 

hak untuk melakukan pengawasan. 



 

 
 

2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 

pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 

tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 

3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam 

dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah, 

dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam 

aktivitas itu.
52

 

5. Keuntungan  

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi 

hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan 

persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal 

yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau 

seperempat sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan 

bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, 

maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa 

jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja 

sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya.  Lebih 

rusak lagi dari modalnya yang tidak terkait dengan  usaha 

penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara 

usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha 

berbasis riba.
53

 Ada sejumlah kode etika dalam sistem 
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pembagian keuntungan dalam usaha kerjasama bagi hasil 

yaitu: 

a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun 

kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja 

dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian 

pengelola. 

b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau 

ada keuntungan di satu sisi dan kerugian dan kerusakan 

disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus 

ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, 

kemudian yang tersisa dibagi bagikan berdua sesuai 

dengan kesepakatan.
54

 

c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum 

masa pembagian. Alasan tidak dibolehkan pengelola 

modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali 

setelah masa pembagian bagiannya dari keuntungan 

kecuali setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan 

untuk menutupinya. Sehingga keuntungan itu 

digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya 

dengan pembangian saja, hak masing-masing dari 

kedua belah pihak terjaga. 

d. Pelafazan akad  
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Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya 

disebut dengan ijab qabul atau sighat akad. Pelafazan 

akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus 

dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung 

ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudaian hari 

dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti 

kedua belah pihak.
55

 

2.  Syarat  mudharabah  

Syarat-syarat mudharabah menurut menurut sayyid sabiq adalah 

berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah 

mudaharabah adalah sebagai berikut:
56

 

a. Modal atau barang yang diserahkan itu  berbentuk  uang tunai. Apabila 

barang itu berbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang 

lainnya, mudharabah tersebut batal.  

b. Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan 

tasharuff, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang 

gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan. 

c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal 

yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan 

tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 
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d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal 

harus jelas presentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau 

seperempat  

e. Melafazkan ijab dari pemilik modalmisalnya aku serahkan uang ini 

keapadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan 

Kabul dari pengelola 

f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola 

harta untuk berdagang dinegara tetentu, memperdagangkan barang-

barang tertentu, pada waktu-wakt tertentu, sementara waktu lain tidak 

karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad 

mudharabah  yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah  ada 

persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak 

(fasid) menurut pendapat Al-Syafii dan Malik, sedangkan menurut 

Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.  

4. Macam-macam Mudharabah 

Para ulama membagi mudharabah menjadi dua macam yaitu: 

a. Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah mutlaqah yaitu penyerahan 

modal tanpa menemtukan jenis dan sifat pekerjaan,tempat dimna 

usahanya, serta membeli dan menjual barang, dari orang tertentu. 

Artinya pekerja bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha 



 

 
 

apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di 

daerah mana saja yang ia inginkan.
57

 

b. Mudharabah Muqayadah 

Mudharabah Muqayadah adalah penyerahan modal dalam 

mudharabah muqayadah disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja 

harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, 

seperti harus memperdagangkan barang tertentu, di daerah tertentu, 

membeli barang pada orang tertentu, dan lain sebagainya.
58

 

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan 

memberikan batasan waktu dan orang dalam mudharabah. Juga 

keduanya membolehkan mengaitkan dengan masa yang akan datang, 

seperti pemilik modal berkata kepada pengelola atau pekerja; 

“Kembangkan atau usahakan modal ini mulai bulan depan. “sedangkan 

Imam Malikiyah dan Imam al-Syafi’i tidak membolehkanya. 

Adapun mengaitkan mudharabah dengan syarat tertentu, seperti 

pemilik modal berkata kepada pengelola atau pekerja “Apabila si fulan 

datang kepadamu membayar utangku dan menyerahkan kepadamu, 

maka terimalah, kemudian kembangkanlah menjadi modal usaha”. 

Dalam hal ini ulama Hanabilah membolehkanya, sedangkan ulama 

Hanafi’yah tidak membolehkannya. Alasanya karena mudharabah itu 
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memperoleh kepemilikan bagian tertentu dari keuntungan, sedangkan 

kepemilikan tidak menerima syarat yang dikaitkan dengan sesuatu.
59

 

5. Prinsip  Mudharabah 

 Prinsip-prinsip mudharabah tidak terlepas dari prinsip-prinsip 

muamalah Islam. Oleh kerenanya mudharabah harus tetap mengacu pada 

aturan Syari’at Islam dan aturan Fiqih muamalah menjadi indikatornya. 

Artinya sesuai atau tidak mekanisme dalam mudharabah sangat ditentukan 

kesesuaianya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. 

 Adapun prinsip-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam 

adalalah sebagai berikut: 

a. Prinsip kebolehana melakukan akad mudharabah. 

Artinya, bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oeleh AL-Qur’an dan 

sunah Rasul. Dalam mudharabah harus tetap perpegang teguh pada 

ketentuan syari’at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan 

hukum mudharabah (AL-Qur’an dan sunnah). Mudharabah 

dibenarkan karena memiliki manfaat bagi orang bnayak, terutama bagi 

kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap 

modal yang rusak selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian 

itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.
60

 

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan, akad mudharabah mencerminkan 

kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak 

yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad 
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mudharabah  bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, 

bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan juga salah satu cara 

untuk mengekplotir. Untuk itulah dalah bentuk kerjasama ini dituntut 

adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan 

keinginan pemilik modal.
61

 

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan mendatangkan kemudharatan. 

 Sebagai mahluk sosial, kebutuhan dan kerjasama antara satu 

pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya 

dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, 

tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan keinginan membatu 

orang lain dengan jalan memberikan modal yang ia miliki kepada 

pihak lain yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. 

Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerjasama antara yang 

memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan 

modal. 

 Pada bentuk kerjasam mudharabah, pemilik modal dan 

pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal 

mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikanya. Sementara 

itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat 

membantu dengan adanya kerjasama tersebut. Pengusaha berusaha 

dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat 

meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dengan demikian, terciptalah 
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kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan 

pengangguran. 

d. Prinsip Keadilan  

 Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam 

kerjasama mudharabah. Hak ini dapat dilihat melalui kebersamaan 

dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan 

ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat dari 

bisnis, bukan kerena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian 

skill, dan waku, sedangkan apabila memdapatkan keuntungan akan 

dinagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak.
62

 

6. Hak Dan Kewajiban Shahibul Mal Dan Mudharib 

a. Hak dan kewajiban pemilik modal 

1. Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 

100% 

2. Pemilik modal memilik hak penuh atas modal yang diberikan 

kepada pekerja. 

3. Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalanya 

kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif 

untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal. 
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4. Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, 

petunjuk serta saran selama kerugian tersebut terjadi bukan karena 

kelalaian pekerja. 

5. Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya operasional 

seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama. 

6. Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami kerugian 

maka pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
63

 

b. Hak dan kewajiban pekerja 

Pengelola (mudharib) memiliki beberapa hak dalam akad 

mudharabah, yakni nafkah (living cost/biaya hidup) dan keuntungan 

yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak 

mudharib atas aset mudharabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. 

Menurut Imam Syafi’i, mudharib tidak berhak mendapatkan 

nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset mudharabah, baik di rumah 

maupun dalam perjalanan. Karena mudharib, kelak akan mendapatkan 

keuntungan, dan ia tidak berharap mendapatkan manfaat lain dari akad 

mudharabah. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian 

keuntungan, dan mudharib akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini 

disyaratkan dalam kontrak maka akad mudharabah hukumnya fasid. 

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, mudharib hanya berhak 

mendapatkan  nafkah dari aset mudharabah ketika ia melakukan 
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perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun pakaian. Madzahab 

Hanabilah memberikan keleluasaan, mudharib berhak mendapatkan 

nafkah pribadi, baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh 

menjadikan syarat dan akad. 

Menurut Hanafi’yah, mudharib berhak mendapatkan nafkah dari 

aset mudharabah untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meluputi: 

makan, minum, pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semuanya 

ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah 

ini harus disesuaikan dengan yang berlaku di khalayak umum. 

Biaya yang dikeluarkan oleh mudharib (dalam menjalankan 

bisnis) akan dikurangi dari keuntungan, namun jika tidak ada 

keuntungan , akan dikurangkan dari aset shahibul mall dan dihitung 

dari kerugian. Jika mudharib melakukan perjalanan bisnis dan menetap 

selama 15 hari maka biaya perjalanan bisnis ini diambil dari aset 

mudharabah. Ketika ia kembali, jika terdapat biaya sisa perjalanan, 

harus dikembalikan dan dihitung kembali sebagai aset mudharabah. 

Jika mudharabah menggunakan biaya pribadi maka akan menjadi 

utang dan akan dikurangkan dari aset mudharabah. 

Selain itu, mudharib juga berhak mendapatkan keuntungan, 

namun jika bsnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, 

mudharib tidak berhak mendapatkan apapun. Menyangkut keuntungan, 

mudharib tidak berhak mendapakan apapun. Keuntungna akan 

dibagikan setelah mudharib menyerahkan aset yang diserahkan 



 

 
 

shahibul mal (ra‟sul‟mal) secara utuh, jika masih terdapat kelebihan 

sebagi keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan . 

Menurut Hanafi’yah, Malikiyah dan Syafi’iyah, mudharib 

berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari 

keuntungan (revenue sharing). Akan tetapi mayoritas, ulama sepakat, 

mudharib harus mengembalikan pokok harta shahibul mal, dan ia idak 

berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal 

shahibul mal. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan (provit sharing).
64

 

7.   Batalnya atau Berakhinya Akad Mudharabah 

Menurut Zuhaily, pada prinsipnya, kontrak kerjasama dalam 

permodalan (mudharabah) akan berhenti jika slah satu pihak menhentikan 

kontrak, atau meningalkan atau modal yang yang ditinggalkan mengalami 

kerugian di tangan pengelola modal (mudharib). Akad kerja sama dalam 

permodalan (mudharabah) juga akan batal jika pemilik modal (shahibul 

mal) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (mudharib). 

Disisi, lain Zuhaily mengatakan mudharabah akan dikatakan fasid 

jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk 

mudharabah fasid, misalnya, seseorang yang memiliki alat perburuan 

sebagai pemilik modal (shahibul mal) menawarkan kepada orang lain 

sebagai pengelola modal (mudharib) untuk berburu bersama-sama 

kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad  
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mudharabah  ini fasid, mudharib tidak berhak mendapatkan keuntungan 

dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik shahibul mal, mudharib  

hanya berhak mendapatkan keuntungan atas pekerjaan yang telah 

dilakukan. 

Dengan alasan keuntungkan yang didapatkan bersumber dari aset 

ang dimiliki oleh shahibul mal, ia harus menanggung beban kerugian yang 

ada. Dalam akad ini mudharib diposisikan sebagai ajir (orang disewa 

tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan 

keuntungan maupun menderita kerugian.
65

 

Pendapat lain yang dikemukakn oleh Suhendi, kerja sama dalam 

permodalan(mudharabah) menjadi batal apabila ada perkara-perkara 

sebagai beriku: 

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika 

salah satu syarat mudharabah tidah terpenuhi, sedangkan modal telah 

dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola 

mendapatkan sebagian keuntunganya sebagai upah, karenakan 

tindakanya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak 

menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut 

menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah 

sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah tidak bertanggung 

jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaianya. 
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2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 

modal atau pengelola modal terbuat sesuatu yang pengelola modal 

bertanggung jawab jika terjadi kerugian kerena dialah penyebab 

kerugian. 

3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atas salah 

seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi 

batal. 

4. Salah seorang aqid gila, Jumruh ulama berpendapat bahwa gila 

membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan 

keahlian dalam mudharabah. 

5. Pemilik modal murtad, apabila pemilik modal murtad (keluar dari 

Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan 

musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotanya, menurut 

Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab 

bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu 

menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa 

harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya. 

6. Modal rusak ditangan pengusaha, Jika harta itu rusak sebelum 

dijalankan, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada 

orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.
66
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8.  Hikmah Akad Mudharabah 

Pada dasarnya, Islam telah membolehkan memberi keringan 

kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dalam 

bentuk kerjasama, seperti halnya qiradh atau mudharabah. Terkadang 

sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan mem-

produktifitaskanya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini 

supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.
67

 

Apabila Islam memusnahkan dan mencintai orang yang meng 

qiradh kan, maka dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga 

dibolehkan untuk orang yang diberikan qiradh atau mudharabah dan 

tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta 

atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi 

kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengambil harta itu seperti 

sediakala. 

Jadi, hikmah di syariatkanya  mudharabah agar manusia dapat 

melakukan kerjasama dalam masalah perdagangan, karena hal itu juga 

termasuk saling tolong-menolong. Hal ini sebagaimana diterangkan 

dalam hadist yang sanatnya dari Abu Hurairah yang artinya: “Dari Abu 

Hurairah RA. Berkata, bahwa Rasululah Saw telah bersabda: Barang 

siapa yang memberikan keluanga terhadap orang miskin dari duka dan 

kabut dunia, Allah alan melunagkanya, dari kabut duka dan dari kabut di 

hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang. Allah 
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akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat dan allah selalu 

menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. 

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, 

karena memupuk individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-

menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain 

itu, hikmah disyariatkanya mudharabah  yang dikehendaki oleh syar’i 

yang Maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kekafiran dan untuk 

menjalin kasih sayang antara sesama manusia. 

Selain itu, mudharabah merupakan salah satu perbuatan yang 

mendapat berkah, sebagaimana sabda Nabi Saw: 

ثٌ فِيْهِنَّ البَ  ََ عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنو أنَّ النبيَّ صلى الله عليو وسلم قالَ : ثلَ
قَا رضَةُ وخَلطُ البُ رِّ بالشَّ ركَةُ : 

ُ
 عِيِْْ للْبَ يْتِ لاَ للْبَ يْعِ البَ يْعُ إلى أجَلٍ وَالم

 )روَاهُ  ابِنُ مَاجَوْ بإسْنادٍ ضَعِيفٍ (

Artinya:“Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah 

bersabda, “ada tiga macam perkara yang bertempo, 

meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan 

gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.” 

  

Hadits di atas menjelaskan, bahwa orang yang mendapatkan berkah 

dalam bermuamalah adalah sebagai berikut: 

a. Menjual sesuatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli). 

b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, 

dalam arti yang lainya (berbuat jujur). 



 

 
 

c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.
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9. Manfaat Mudharabah 

a. Bagi mudharib 

1. Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau 

barang, mudharib cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam 

berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat 

berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal. 

2. Mudharib dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya 

bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah mudharib 

membukukan usahanya. Sehingga mudharib tidak menanggung 

beban tetap diawal. Biaya produksi, karena beban bagi hasil sangat 

tergantung dengan penjualan. 

3. Mudaharib tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya 

mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga, yang tidak 

memandang usaha anggota yang dibiayai. 

b. Bagi shahibul mal 

1. Mendapakan pahala besar dari Allah, karena ia adalah penyebab 

lenyapnya kemiskinan dari orang-orang miskin. Karena, kalau  

tanpa dia orang-orang miskin tersebut akan tetap dalam 

kemiskinan. Akat tetapi pengelola harus memiliki keahlian dalam 

bekerja, agar keduanya saling bertukar kepentingan. 
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2. Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat 

dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan 

bidnagnya masing-masing.
69

 

B. Tinjauan Pustaka 

 Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada beberaa 

sumber yang memeliki keterkaitan penelitian yang dilakuakan. 

1. Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian Richo 

Setyonugroho (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan lepapa sawit antara PT. 

Karya canggih Mandiri Utama dan Pemilik tanah Di Desa Satuan 

Pemukiman (Sp) Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjaunan hukum Islam 

tettang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kelapa sawit di Desa 

Satuan Pemukiman (Sp) Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat . Sedangkan metode penelitian menggunakan  deskriftif 

analisis dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data 

melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini bahwa tinjauan hukum fiqih  praktik bagi 

hasil pengelolaan kelapa sawit yang terjadi di Desa Satuan 

Pemukiman (Sp) Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, 

bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat PT. Karya canggih 

Mandiri Utama dan Pemilik tanah Di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 
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Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”, merupakan 

kerjasama bagi hasil akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya 

sesui dengan konsep Islam. Bagi hasil pengelolaan kelapa sawit ini 

ada salah satu pihak dikarenakan ada bebrapa faktor yang 

mempengaruhi diantaranya kurangnya pemahaman pemilik tanah 

akan surat perjanjian yang disepakati di awal.  

 

  



 

 
 

BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Keadaan Umum  Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus 

 

1. Sejarah singkat berdirinya Desa Margomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus 

 

Margomulyo adalah pekon baru yang diresmikan pada tanggal 

29 November 2011 hasil dari pemekaran dari pekon induk Tugupapak. 

Margomulyo awalanya adalah salah satu Dusun yang ada di pekon 

Tugupapak, yakni Desa Umbul papak, Tanjung Sari dan Margomulyo. 

Oleh karena itu letak dusun Margomulyo jauh dari jangkauan pekon 

induk, dan margomulyo telah memenuhi syarat untuk berdiri menjadi 

pekon mandiri, maka dusun Margomulyo diajukan pemekaran yang 

dimulai pada tahun 2006 dan akhirnya pada tahun 2011 Margomulyo 

resmi menjadi pekon yang diresmikan oleh Bupati Tanggamus. 

Berdasarkan dari sejarah, menurut beberapa narasumber dari 

tetua kampung, yakni Bapak Gimo bahwa Margomulyo awalnya 

dibuka dari hutan yaitu pada tahun 1971 yakni orang-orang dari pekon 

Tugupapak, Kacapura, Sidodadi dan Bangurejo, yang kemudian 

membuat pemukiman dengan membuat dusun- dusun kantong tersebut 

akhirnya melebur menjadi satu yakni pekon Margomulyo. 

 Nama Margomulya dideklarasikan pada tahun 1975 oleh Bapak 

Bugel Utomo yakni Kamitu (Kepala Dusun) yang pertama, Kamitui 

(Kepala Dusun) yang kedua yakni pada tahun 2000–2004 yaitu Bapak 



 

 
 

Tulus, selanjutnya kamituo (kepala Dusun) yakni pada tahun 2004-

2011 dipimpin oleh Bapak Tugino. Akhinya pada tahun 2011 

Margomulyo berubah status menjadi pekon definitif yang diresmikan 

oleh Bupati Tanggamus, dan sebagai PJS pekon dijabat oleh Bapak 

Tugino.  

Tabel 1 

Sejarah Pembangunan Pekon Margomulyo 

Tahun 

Kejadian 

 

Peristiwa Baik 

 

Peristiwa Buru 

 

 

1975 

Pertama kali penduduk 

masuk dan membuka 

hutan. 

Rumah penduduk 

masih sangat jarang 

1976 
Didirikan SD Swadaya SD Swadaya rubuh 

diterjang angin 

 

1977 

Didirikan SD Swadaya 

dirumah penduduk 

Siswanya masih 

sedikit 

1994 
Membuat Sekolah 3 lokal 

dari kayu/papan 

 

2006 
Pengajuan Pemekaran 

yang pertama 

Pengajuan pemekaran 

gagal 

2006 Membangun Balai Desa  

2011 
Pengajuan Pemekaran 

yang kedua 

 

2011 
Margomulyo menjadi 

pekon definitif 

 

Sumber : Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015 

2. Keadaan Geografis Desa Margomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus 

Pekon Margomulyo merupakan salah satu dari 21 pekon di 

wilayah Kecamatan Semaka, yang terletak 15 km arah Barat dari kota 

kecamatan. Pekon Margomulyo mempunyai luas wilayah 800 Hektar. 

Iklim pekon Margomulyo sebagaimana pekon-pekon lain di 

wilayah Indonesia mempunyai pengaruh langsung terhadap lamgsung 



 

 
 

terhadap pola tanam yang ada di pekon Margomulyo Kecamatan 

Semaka. 

3. Keadaan Demografis Desa Margomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus 

 

Pekon Margomulyo mempunyai jumlah penduduk 791 jiwa , 

yang tersebar dalam 2 wilayah Dusun dengan perincian tabel berikut: 

Tabel 2 

Jumlah penduduk Desa Margomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus 

 

Sumber  : Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015 

Tabel 3 

Tingkat pendidikan masyarakat Pekon Margomulyo 

 

Pra 

sekolah 

 

SD 

 

SMP 

 

SLTA 

 

Sarjana(S1) 

 

S2 

 

70 Jiwa 

 

215 Jiwa 

 

45 Jiwa 

 

40 Jiwa 

 

1 Jiwa 

 

- 

 

Sumber  : Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015 

 

 

PENDUDUK 

Dusun 1 Dusun 2 JUMLAH 

 

381 Jiwa 

 

 

411 Jiwa 

 

791 Jiwa 



 

 
 

Tabel 4 

Mata Pencaharian Penduduk pekon Margomulyo 

 

 

Petani 

 

 

Pedagang 

 

PNS 

 

Buruh 

 

lainya 

 

400 Jiwa 

 

15 Jiwa 

 

1 Jiwa 

 

25 Jiwa 

 

- 

Sumber  : Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus, tanggal 1 Januari 2015 

Batas-batas Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus sebagai berikut: 

a. Bagian Timur berbatasan dengan wilayah Pekon Tugupapak 

b. Bagian Barat berbatasan denfan wilayah TNBBS  

c. Bagian Selatan berbatasan dengan wilayah Pekon Tanjungan 

d. Bagian Utara berbatasan dengan wilayah Pekon Sukaraja 

4. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Margomulyo 

Struktur merupakan hal penting untuk sebuah organisasi, hal ini 

dikarenakan struktur adalah landasan atau dasar kerja, aturan dan 

gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah 

kerjasam yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan 

atau dasar kerja dimaksudkan agar mereka melakukan tugasnya dapat 

terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk 

menanam sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan 

kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi suatu permasalahan di 

dalam kerja mereka. 



 

 
 

Kepala Pekon 

TUGINO 

Ketua BHP 

TEGO.S 

LPM  

ABADI 

Sekretaris Pekon 

BINARNO K. 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber  : Profil desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, 

tanggal 1 Januari 2015 

5. Visi dan Misi Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus 

 

a. Visi 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan 

RT I 

SUYONO 

RT II 

MUJIONO 

RT III 

LASIMAN 

RT IV 

ISMANTO 

RT V 

TUGIYO 

RT VI 

LASINO 

RT VII 

SABAR 

Kaur 

Pembangunan 

HANDOKO 

Kaur Keuangan 

             

SUJIMAN 

Kaur 

Pemerintahan 

A SUNGADI 

Kaur Kesra 

          

SANTOSO 

Kaur Umum 

       

PONIMAN 

Kepala Dusun I 

MUJIMAN 

Kepala Dusun II 

SUMARJO 



 

 
 

pekon. Penyusunan visi pekon Margomulyo ini dilakukan dengan 

pendekatan partisipasi, melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan di pekon Margomulyo seperti pemerintah pekon, 

BHP, tokoh masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat pekon 

dan masyarakat pekon pada umumnya. Pertimbangan kondisi 

eksternal di pekon seerti satuan kerja wilayang pembangunan di 

kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, visi pekon 

Margomulyo adalah Margomulyo menuju pekon madani yang 

aman, nyaman, indah, maju, sejahtera dan mandiri.
70

 

b. Misi 

Selain misi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh pekon agar tercapainya 

visi pekon tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam 

misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana 

menyusun visi, misi pun dalam penyusunanya menggunakan 

pendekatan partisipasih dan pertimbangan potensi tidak kebutuhan 

pekon Margomulyo sebagaimana proses yang dilakukan maka misi 

pekon Margomulyo adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pembangunan  infrastruktur. 

2. Bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan 

mengadakan siskamling. 

3. Semangan gotong royong masyarakat. 
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tanggal 1 Januari 2015. 
 



 

 
 

4. Masyarakat giat dalam bekerja. 

5. Menngkankan pelayanan masyarakat disemua bidang.
71

 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Praktek Kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa 

Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 

 

Warga Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kurang 

lebih 90% dari jumlah penduduk Desa Margomulyo dan 10% bermata 

pencaharian sebagai pedagang dan lain sebagainya.
72

 Dengan banyaknya 

perkebunan serta sebagian masyarakat yang tidak hanya mempunyai satu 

lahan pertanian  saja, tidak memungkinkan bagi masyarakat tersebut untuk 

mengurus atau mengolah lahan mereka sendiri, oleh karenanya banyak 

masyarakat yang melakukan kerjasama untuk mengolah lahanya, 

keuntungan yang didapatkan pengelola tanah dari kerjasama pengelolaan 

tanah tanah ini berbagai macam ada yang mendapatkan keuntungan berupa 

uang tunai ada pula yang mendapatkan keuntungan dari kerjasama berupa 

tanah.
73

 

Sistem kerjasama merupakan sistem dimana dilakukannya suatu 

perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di 

dala usaha tersebut dibuat suatu perjanjian adanya pembagian hasil atas 

keuntungan yang akan di dapat dari masing-masing pihak yang yang 

melakukan kerjasama. Di dalam Hukum Ekonomu Syari’ah sistem 
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kerjasama merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan 

dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian keuntungan harus 

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besaran 

penentuan porsi keuntungan yang diperoleh harus ditentukan sesuai yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus terjadi kerelaan antara 

kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi masyarakat 

Margomulyo  kerjasama dalam pengelolaan tanah /lahan sudah tidak asing 

lagi, karena penduduk setempat mayoritas masyarakatnya adalah petani.
74

 

Sistem kerjasama dalam pengelolaan lahan atau tanah dengan 

perjajian berupa sebagian tanah yang digarap atau dikelola akan menjadi 

milik pengelola merupakan sebuah  produk yang tercipta oleh masyarakat 

Desa Margomulyo, masyarakan melakukan kerjasama ini sejak dulu dan 

hingga pada masa sekarang masih digunakan kerjasama ini.
75

 Dalam 

praktik kerjasama yaitu pemilik lahan yakni Bapak Handoko yang 

merupakan pemilik lahan atau tanah yang pertama, kemudian dikelola oleh 

Bapak Tesno, tanah yang dimiliki Bapak Handoko masih dalam keadaan 

tanah belukar, penggarap diminta untuk menjadikan tanah tersebut agar 

menjadi tanaman perkebunan seperti tanah, kopi, lada dan lain sebagainya. 

Bapak Handoko meliliki lahan seluas satu hektar (10.000 M
2
)
76

. Pemilik 

lahan ke dua yaitu Ibu Jematun, dalam hal ini Ibu Jematun memiliki 

sebidang tanah yang masih adalam keadaan tanah belukar, yang kebetulan 
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luas tanah Ibu jematun seluas (10.000M
2
). Ibu jematun kemudian 

menyerahkan tanah tersebut kepada Bapak Kabul, agar di garap menjadi 

tanah perkebunan, dengan perjanjian tanah tersebut apabila sudah menjadi 

tanah perkebunan, maka 50% dari tanah tersebut menjadi milik pengelola 

tanah. 

Dalam praktiknya pengelolaan tanah tesebut pemilik tanah  

membatu dalam hal biaya perawatan seperti pembelian obat guna untuk 

menyemprot rumput, juga membatu pembelian pupuk untuk memupuk 

tanaman. Sedangkan pengelola tanah mencari bibit, dan biaya bibit 

tersebut juga berasal dari pemilik tanah (shahibul mal) untuk kemudian di 

tanamkan pada tanah tersebut, jangka waktu  yang diberikan juga tidak 

ditentukan oleh pemilik lahan, yakni menunggu semua  tanaman yang ada 

di tanah tersebut membuahkan hasil atau berbuah kira-kira sekitar 7 

tahunan bahkan lebih.
77

 Sebelum  pembagian tanah tersebut, sebagian 

tanah, semua hasil tanaman yang diperoleh dari perkebunan tersebut 

menjadi hak milik si pengelola tanah dan pemilik tanah tidak mendapatkan 

sepeserpun dari hasil tanaman tersebut.
78

 

Yang menjadi pertimbangan dalam praktik kerjasama seperti ini 

adalah dapat membantu pemilik tanah untuk menjadika tanah mereka 

menjadi tanah perkebunan yang dapat diambil keuntungan dari tanaman 

tersebut. Dengan sistem ini tentu antara pemilik tanah dan pengelola tanah 

mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini, akan tetapi pemilik tanah 
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juga mengalami kerugian dikarenakan semua hasil panen sebelum 

pembagian tanah tersebut semua menjadi pemilik pengelola tanah. 

Akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah pihak pemilik 

tanah berbicara langsung secara lisan kepada pengelola tanah dalam akad 

ini pemilik tanah juga membicarakan mengenai apa yang akan diberikan  

nantinya kepada pengelola apa bila tanah tersebut sudah menjadi tanah 

perkebunan, tetapi mengenai hasil panen sebelum pembagian tanah tesebut 

tidak dibicarakan dalam kesepakatan akad.
79

 

Perjanjian akad semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat 

di Desa Margomulyo dari pemilik lahan kepada pengelola tanah (buruh). 

Dengan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu yang sering 

melakukan kerjasama pengelolaan lahan dengan perjanjian sebagian tanah 

(50%) akan menjadi milik pengelola apabila tanah tersebut sudah menjadi 

tanah perkebunan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama pemilik 

tanah dengan pengelola tanah, yaitu Bapak Handoko dan Ibu Jematun  

selaku pemilik tanah, dan Bapak Tesno dengan Bapak Kabul selaku 

pengelola tanah. Pemberian keuntungan atau mekanisme dalam pembagian 

tanah tersebut yaitu, menunggu dari masing masing tanah yang dikelola 

oleh pengelola menjadi sebuah kebun yang sudah jadi, Artinya tanah 

tersebut sudah tidak menjadi tanah belukar lagi. Pembagian dilakukan 

dengan cara mengukur terlebih dahulu, luas tanah yang digarap kemudian 

                                                             
79 Jematun, Pemilik tanah, Wawancara, Tanggal, 5 April 2019. 



 

 
 

50% tanah, diberikan kepaada pengelola dan 50% lagi diberikan kepada 

pemilik tanah. Karena Bapak Handoko meliliki tanah seluas satu hektar 

(10.000 M)
2
, maka masing-masing bagian yang di peroleh adalah 5000 

M
2
, baik  pemilik tanah maupun pengelola tanah yaitu Bapak Tesno.

80
 

Sedangakan tanah milik ibu Jematu yaitu masing-masing mendapatkan 

bagian 5000M
2
, karena kebetulan luas tanah ibu Jematun sama luasnya 

dengan tanah milik Bapak Handoko.
81

 

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Margomulyo menimbulkan 

berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan 

maupun yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan adalah 

bagi pengelola tanah, yaitu praktik kerja sama pengelolaan tanah/lahan 

yang seperti ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lain, untuk 

dapat bekerja serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada 

akhirnya pengelola mendapatkan keuntungan, yakni keuntungan yang 

didapat dari panen, serta dapat juga memilik sebidang tanah tanah yang 

nantinya akan menjadi sumber penghasilan bagi si pengelola tanah dalam 

pemenuhan kehidupanya serta kehidupan keluarganya kelak. Seiring 

perkembangan zaman nilai jual tanah semakin tinggi, oleh karenanya 

pengelola tidak sama sekali merasa dirugikan. Adapun dampak yang 

merugikan yakni terjadi kejanggalan dalam praktik pembagian keuntungan 

semacam ini, dimana setelah diakumulasikan dari pengeluaran yang 

dikeluarkan pemilik tanah guna membantu pengeurusan tanah tersebut, 
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keutungan pengelola tanah lebih besar dibandingkan dengan keutungan 

pemilik tanah sehingga pemilik tanah merasa dirugikan.
82

 

Nilai positif yang akan didapatkan jika menggunakan sistem kerja 

sama ini, adalah pemilik tanah dan pengelola tanah menjalankan kegiatan 

yang produktif, dalam menjalankan kerjasama ini pemilik modal menyerah 

kan tanah tersebut sepenuhnya kepada pihak pengelola untuk 

mempergunakan serta mengurus tanah tersebut dengan benar. Hal ini 

tentunya dapat menimbulkan tali persaudaraan yang semakin kuat antara 

pemilik dengan pengelola tanah.  Pemilik tanah juga secara tidak langsung 

memberikan ladang usaha bagi orang-orang yang tidak memiliki ladang 

atau pun tanah, yang nantinya dari hasil kerjasama tersebut dapat 

memenuhuhi kebutuhan bagi pengelola tanah tersebut. 

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata 

antara pengelola tanah dan pemilik tanah tidak ada kesepakatan yang jelas, 

menyatakan bahwa hasil panen sebelum tanah dibagi menjadi hak 

pengelola tanah. Tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti 

tata cara dilakukan masyarakat setempat umumnya, seperti menyetujui 

kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa 

telah terjadi suatu akad dan masyarkat melakukan suatu akad didasarkan 

pada rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sistem 

kerja sama dengan pembagian keuntungan sebagian tanah yang dikelola 
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menjadi pemilik pengelola tanah, dapat memberikan keutungan bagi 

pengelola, dan bagi pemilik tanah ia tidak harus mengurus tanah tersebut 

secara sendiri, serta pemilik tanah mampu membantu untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat lain. Hal ini yang berbeda pada kerjasama yang ada 

pada ummnya. 

  



 

 
 

BAB IV 

ANALISA PENELITIAN 

 

A. Temuan Penelitian 

1. Praktek kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa 

Margomulyo Kecamatan Semaka  Kabupaten Tanggamus 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tugino selaku Kepala 

Desa di Desa Margomulyo, dan masyarakat setempat lainya, pada 

dasarnya sistem kerjasama antara pihak yang memberi pekerjaan yaitu 

pemilik tanah dengan buruh yakni pengelola tanah, karena banyak dari 

masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga 

mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan 

pekerjaanya. 

 Keuntungan merupakan aspek yang paling penting di dalam suatu 

hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat keuntungan dari sisi 

masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat keuntungan tau hasil 

kerja kerasnya merupakan sebagai sumber penghasilan guna memenuhi 

kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologis harta 

atau keuntungan  juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh, di 

pihak lain pengusaha melihat keuntungna dalam setiap hubungan kerja 

sama sebagai salah satu biaya produksi. Dan pemerintah melihat upah itu 

di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhnya kehidupan yang 

layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, meningkatkan 

produktifitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat, 



 

 
 

dipihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar 

terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak. 

Kerjasama dalam pengelolaan tanah pada dasarnya sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di 

Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Setelah 

menganalisa data yang telah dikemukakan pada BAB II, peneliti merasa 

adanya kesenjangan antara teori dengan praktik kerjasama yang dilakukan 

oleh masyarakat Margomulyo, yakni akad yang digunkan dalam kerjsama 

ini kurang diperjelas. 

 Sistem kerjasama yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat 

berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-

nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti 

tolong-menolong. Adapun para pihak yang melakukan akad perjanjian 

kerja sama ini para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik usaha 

(shahibul mal) dan buruh (mdharib). Dimana pembagian keuntunganya 

yakni sebagian tanah yang dikelola oleh buruh/ pengelola tanah setelah 

lahan di kelola menjadi tanah perkebunan. Akan tetapi sebelum pembagian 

tanah semua hasil menjadi pemilik buruh/pengelola tanah, bentuk 

kerjasama semacam ini tentu kurang efektif karena setelah di 

akumulasikan bagian pengelola tanah lebih banyak di bandingakan bagian 

pemilik tanah. 

Masyarakat Margomulyo melakukan kerjasama dengan tata cara 

yang biasa mereka lakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis 



 

 
 

bahwa telah  terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah 

pihak, kerja sama  ini juga dalam penyebutan akadnya tidak diperjelas hak 

dan kewajiban pengelola tanah /buruh. 

Akad yang dilakukan kedua belah pihak  tidak terdapat perjanjian 

bahwa semua hasil panen sebelum pembagian tanah menjadi hak 

sepenuhnya bagi pengelola tanah, akan tetapi pada praktinya  pihak 

pengelola tanah mengambil semua hasil panen sebelum pembagian tanah 

tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa memang tidak terdapat perjanjian 

diawal bahwa semua hasil panen sebelum pembagian tanah harus dibagi 

rata antara pemilik lahan/tanah dengan pengelola tanah/buruh. Namun 

pada dasarnya akad ini merupakan akad yang saling menguntungkan baik 

bagi pemilik dan pengelola tanah. 

Jika dilihat dari jangka waktu kerjasama di masyarakat Desa 

Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ini tidak 

ditentukan, hal  ini dikhawatirkan kedepanya dapat menimbulkan 

permasalahan yang akan ditimbulkan dikemudian hari, sama halnya dalam 

penjelasan Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 282, jika bekerjasama dalam 

usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan, 

maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batas waktu atau 

kejelasan waktu berapa lama perjanjian kerjasama tersebut. 

Pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dibagi menurut 

kebiasaan masyarakat setempat dengan presentase pembagian 50:50 



 

 
 

karena pada awal perjanjian nilai tersebut yang dijadikan kesepakatan 

kedua belah pihak. Akan tetapi setelah diakumulasikan pemilik tanah 

memiliki bagian yang lebih sedikit dibandikan pengelola , hal di karenaan 

hasil panen sebelum pembagian tanah tersebut pengelola tidak 

memberikan hasilnya kepada pemilik tanah, namun karena tidak ada 

kesepakatan mengenai pembagian hasil panen sebelum tanah dibagi, maka 

pengelola tanah menerima pembagian keuntungan tersebut, hal inilah yang 

dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan salah 

satu pihak. 

Kerjasama yang terjadi di Desa Margomulyo ini, masyarakat tidak 

menyebutkan bahwasanya kerja sama ini menggunakan akad mudharabah. 

Mereka hanya menyebutnya dengan kerja sama pengelolaan tanah. Secara 

teoritis sistem bagi hasil atau pun kerjasama terbagi menjadi beberapa 

bentuk yakni mudharabah dan musyarakah atau syirkah. Dalam hal ini 

penulis menuliskan bahwa sistem kerja sama ini berdasarkan konsep 

mudharabah dimana pemilik modal memberikan 100% lahanya kepada 

pengelola tanah ataupun yakni berupa sebidang tanah berupa tanah belukar 

tersebut.  

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama pengelolaan tanah 

yang terjadi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus 

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong antar 

manusia satu dengan manusia yang lainya, salah satunya adalah dengan 

bermuamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan 



 

 
 

kemaslahatan umat manusia. Dalam memenuhi kebutuhanya, manusia 

harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih 

muamalah, yang semuanya adalah hasil dari penggalian ilmu yang terdapat 

didalam Al-Qur’an dan hadis. 

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi 

suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataannya bahwa mayoritas 

masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan 

menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Dalam 

kehidupan bermasyarakat salah satu bentuk yang selalu terjadi adalah 

kerjasama. Kerjasama yang pada unsurnya adalah tolong-menolong. Sebab 

ada orang yang memiliki tanah namun tidak memiliki keahlian untuk 

mengurusnya, ada pula yang dikarenakan tidak ada waktu untuk 

mengelolanya, ada juga orang yang tidak memiliki modal tetapi 

mempunyai keahlian, hal inilah yang biasanya menjadi penyebab 

terjadinya kerjasama di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus hal ini bertujuan agar keduanya mendaptakan keuntungan. 

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan antara 

dua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan dimana hasilnya akan 

dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yang 

memiliki keadilan anatara keduanya. Karena keadilan yang seharusnya 

menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik saat melakukan 

kerjasama. 



 

 
 

Kegiatan kerjasama pengeloaan tanah yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus, pada pelaksanaanya terdapat konsep kerja sama yang sudah 

jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat selama kegiatan usaha tersebut 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada konsepnya, dimana antara 

individu ataupun kelompok manusia yang melakukan kerjasama 

pengelolaan tanah tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan 

akibat hukum dari kagiatanya, yakni pemilik modal menyatakan 

kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa  tanah belukar kepada 

pengelola tanah , kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat 

hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya. 

Penelitian yang dilakukan dilapangan ditemukan bahwah kerjasama 

pengelolaan tanah yang dilakukan oleh pengelola tanah (buruh) dengan 

pengelola tanah di desa Margomulyo terdapat kejanggalan dalam proses 

pembagian keuntunganya. Islam menawarkan penyelesaian masalah yang 

sangat baik mengenai masalah kerjasama dan menyelamatkan kepentigan 

kedua belah pihak, baik golongan pekerja (pengelola) maupun pemilik 

tanah. 

Dalam Al-qur’an surat An-Nahl’ : 90 dijelaskan: 

                          

                     

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 



 

 
 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
83

 

 

Dalam perjanjian tentang kerjasama kedua belah pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama urusan mereka, 

sehinga tidak terjadi tindakan merugikan orang lain dan juga tidak 

merugikan kepentingan sendiri. Namun dalam pelaksaan pembagian 

keuntungan dalam kerjasama ini  kurang sesuai sehingga menimbulkan 

dampak merugikan bagi pihak pemilik tanah. 

Sudah menjadi ketentuan bahwa seseorang melakukan sesuatu akan 

mendapatkan suatu imbalan seusai dengan apa yang dilakukannya, tidak 

terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

keternagakerjaan. 

Akad perjanjian didalam hukum Islam ini memiliki porsi dan 

peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan mu’amalah. Akad 

yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat, dengan akad 

pula merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu. 

masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya semua kegiatan muamalah 

diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqh “hukum yang pokok dari segala 

sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkanya”. Dari 

kaidah fiqh, sebenarnya hukum akad pada umunya tidak ada masalah, 

karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkanya. Kerjasama 

dibidang pertanian (pengelolaan tanah) dalam Islam dibolehkan 
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berdasarkan rukun dan syarat tertentu. Adapun dalil-dalilnya adalah 

sebagai berikut: 

              

Wahai orang-orang yang beriman sempurnakan akad-akad (janji-janji) 

kalian”.(QS. Al-Maidah :1) 

Yang dimaksud akad disini yaitu rukun dan syarat dalam mudharabah 

Praktik kerjasama antara pemilik tanah atau lahan dengan pengelola tanah 

atau lahan jika dilihat dari rukun dan syaratnya sebagai berikut: 

a. Rukun Mudharabah 

1. Pemilik tanah (Shahibul mal) dan pengelola tanah(mudharib) 

Shahibul mal adalah orang yamng yang menyerahkan modal 

sedangkan mudharib adalah orang yang mengelola modal dari 

pemilik modal dalam hal ini adalah pengelola tanah. 

2. Sighat akad (ijab kabul), dalam pelaksanaan praktik keja sama 

pengelolaan tanah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah, 

dilakukan secara lisan. Dimana dalam pembuatan akad kedua belah 

pihak mengetahui nya, tetapi ada suatu kejanggalan dari akad 

pengelolaan tanah ini, karena dalam kesepakatan tidak ada 

kesepakatan mengenai hasil sebelum tanah tesebut dibagi dua 

maka hasil perkebunan tersebut menjadi milik pengelola, 

seharusnya dibagi rata antara pengelola dengan pemilik tanah. 

Yakni sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 50:50, tetapi pada 

praktinya pengelola mengabil semua hasil panen dari perkebunan 



 

 
 

tersebut. Artinya pemilik tanah atau lahan tersebut merasa 

dirugikan. Hal ini terjadi karena dalam akad awal tidak diperjelas 

mengenai hasil panen sebelum pembagian tanah. 

3. Objek akad, Modal yakni berupa tanah belukar. 

4. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan 

laba 

5. Keuntungan 

b.  Sedangkan syarat mudharabah yaitu: 

1. Baligh dan berakal, para pihak yang melakukan kerjasama 

pengelolaan tanah atau lahan baligh dan berakal. Dalam hal ini 

antara kedua belah pihak sama-sama baliqh dan berakal. 

2. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan 

tasharruf, maka akan dibatalkan apabila anak-anak yang masih 

kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah pengampuan. 

3. Objek akad, (modal) harus diketahui dengan jelas agar dapat di 

bedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau 

keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada 

kedua belah pihak sesuai dengan penrjanjian yang disepakati. 

Modal yang diserahkan pada kerjasama ini adalah berupa sebidang 

tanah yang masih dalam keadaan tanah belukar.  

4. Keuntungan, yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik 

modal harus jelas presentasenya, umpamanya setengah 

,sepertiga,atau seperempat. Dalam praktiknya kerja sama ini 



 

 
 

keuntungan dibagi 50% dari tanah yang dikelola, akan tetapi hasil 

panen sebelum tanah tersebut pengelola tidak memberikan bagian 

kepada pemilik tanah. 

 Merujuk pada rukun dan syarat dalam mudharabah, hampir semua 

rukun dan syarat terpenuhi hanya saja, pada saat ijab kabul akad yang 

digunakan tidak di perjelas mengenai masalah hasil panen sebelum tanah 

tersebut dibagi. Praktik muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya 

dilakukan dengan cara bagi hasil dalam bentuk pengelolaan tanah pada 

masyarakat di Desa Margomulyo merupakan kegiatan yang di dalamnya 

terdapat dua unsur, yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut 

perbandingan tertentu dari hasil pengeloaan tanah tersebut berdasarkan 

kesepakatan bersama.   

Walaupun pada prinsipnya, dalam usahnya akad mudharabah 

berupa ijab dan qabul dari kedua belah pihak berdasarkan asas tolong-

menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, pada 

pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan antara pemilik dan pengelola 

melakukan pelanggaran atau kecurangan. Salah satu hadits Rasulullah 

SAW, telah bersabda: 
عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنو أنَّ النبيَّ صلى الله عليو وسلم قالَ : { 

ثٌ فِيْهِنَّ البَ ركَةُ :  ََ قَا رضَةُ وخَلطُ البُ رِّ ثلَ
ُ

البَ يْعُ إلى أجَلٍ وَالم
عِيِْْ للْبَ يْتِ لاَ للْبَ يْعِ    )روَاهُ  ابِنُ مَاجَوْ بإسْنادٍ ضَعِيفٍ (بالشَّ

Artinya:“Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah 

bersabda, “ada tiga macam perkara yang bertempo, 

meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan 



 

 
 

gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.” 

Hadits ini mungkar menurut syaikh nashiruddin al-albani. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

kerjasama pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Margomulyo antara 

pemilik tanah dengan pemilik tanah jika dilihat dari sudut pandang 

pengeloaan tanah, merupakan kerjasama yang diperbolehkan dalam 

hukum Islam, akan tetapi apabila dilihat dari pembagian keuntungan 

kegiatan kerjasama ini tidak sesui dengan kesepakatan antara pemilik 

tanah dengan pengelola tanah yakni pengelola tanah mengambil semua 

hasil pannen sebelum pembagian tanah tersebut, hal ini lah yang 

mengakibatkan kerugian pihak pemilik tanah. Rukun dan syarat dalam 

akad mudharabah ini hampir semua terpenuhi, akan tetapi ada juga rukun 

yang belum terpenuhi yakni akad yng digunakan dalam praktik kerjasama 

ini tidak diperjelas sehingga merugikan salah satu pihak yakni pihak 

pemilik tanah.   

 Kerjasama pengelolaan tanah di Desa Margomulyo Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus, menjadi kerjasama yang tidak sah dalam 

Islam, karena terjadi kesenjangan antara teori dengan praktik yang terjadi, 

yakni menimbulka kerugian salah satu pihak.   

  

 

  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama 

buruh/pengelola tanah yang terjadi di Desa Margomulyo adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan kerjasama pengelola tanah yang terjadi di Desa 

Margomulyo adalah dengan cara memberikan 50% tanah yang dikelola 

sebagai keuntungan atas semua pekerjaan yang telah diselesaikan 

pengelola tanah. Akan tetapi pengelola tanah tidak membagi hasil 

panen sebelum tanah tersebut dibagi. Perjanjian kerjasama ini 

dilakukan secara lisan dengan mendasar kepercayaan antara kedua 

belah pihak. Pembagian keuntungan antara pemilik tanah dan 

pengelola tanah belum sesui dengan apa yang telah disepakati. Hal ini 

mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, karena dalam 

pembuatan akad tidak diperjelas mengenai hasil panen sebelum 

pembagian tanah yang dikelola oleh pengelola. 

Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama 

pengelolaan tanah studi di Desa Margomulyo. Bahwa kerjasama 

pengelolaan tanah di Desa Margomulyo merupakan kerjasama yang di 

kategorikan mudharabah, dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa 

kerjasama mudharabah pada hakikatnya adalah tolong-menolong dan 

yang paling penting tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana 



 

 
 

yang telah dijelaskan pada firman Allah SWT dan Q.S. Al-Baqarah 

ayat 282, bahwa akad sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis. 

Kerjasama ini jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan tanah yang 

membagi keuntungan dengan cara 50% tanah menjadi pengelola 

tanah, sedangkan pengelola tanah tidak membagi hasil panen sebelum 

tanah tersebut dibagi, akibatnya menimbulkan dampak kerugian bagi 

pemilik tanah. Praktik yang di lakukan Masyarakat margomulyo ini 

sebenarnya baik karena terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi seperti 

tolong-menolong akan tetapi disisi lain ada pihak yang dirugikan 

dalam kerjasama ini. Maka kerjasama sama ini merupakan kerjasama 

yang yang tidak sah dan dilarang oleh Islam. 

B.  Rekomendasi 

1. Agar para petani lebih memahami dan mengerti terhadap segala 

sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, 

terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas sehingga tidak 

terjadi ketimpangan antara kediua belah pihak. Dalam suatu perjanjian 

harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

2. Agar para buruh dalam mengerjakan pekerjaanya harus bertanggung 

jawab setiap mengerjakan hak dan kewajiban sebagai buruh sehingga 

tidak mengakibatkan kerugian bagi pemberi kerja / pemilik lahan . 

  



 

 
 

 


